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NOTA PE~SETUJUAN BERSAMA 
i ANTARA 

DEWAN PERWAKI:t,AN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! ;SUMATERA BARAT 

DENGAN 
PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

I 

Nomor: 120 - 10 - ~013 
Nomor: 120 - .10 - 2013 

Tanggal 20 NOVEMBER 2013 

TENTANG 

RANCANGANPERATURANDAERAHTENTANG 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

Pada hari ini Rabu tanggal Dua ~luh bulan November tahun Dua 
Ribu Tiga Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang · Utama .. 
Dewan Perwakilan Rakyat . Daerah frovin~i ~umatera Barat, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini : · 

1. a.Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor : 

b.Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor: 

c.Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor : 

· Ir. H. YULTEKHNIL, MM 
KETUA DPRI.:> PROVINSI SUMATERA BARAT 
Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang 

H. LEONA.RDY HARMA.INY, S,IP, MH DT. BANDARO BASA 
WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang 

H. "M. ASLI CHAIOIR, SH 
WAKIL KgTUA DPRD PROVINS! SUMATERA BAR.AT 
JI. Khatib Sulaiman No.87 Padang 

d. Nama H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT 
Jabatan WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
Alamat Kantor : . Jl. Khatib Sulaiman Nf .87 Padang 

s~Ianjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

IRWAN PRAYITNO 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 
Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang 

I 

• 



Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat, berdasarkan : 

1. Undang-Undang Nomor 6~ Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi 
dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor l Tahun .1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tenta.ng Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusa1r Segala Bentuk Diskiriminasi 
Terhadap \'{anita (Convention OniThe Elimina.tion Of All Forms Of 
Discrimanation Against Women) (~embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3277); 

I . 
4. Undang-Undang Nomor ·39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); I 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlinclungc;.n 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235); 

6. Undarig-Undang Nomor 13 Tahun 2003 · tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279)1; 

7. Undang-Undang Nomor 20 rahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikarl Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, ,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoriesia Nomor 4301); 

I 

8. Undang-Undang Nornor i23! Tahuh 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 l'fomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomcj>r 4419); 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaima'na telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang · Nomof 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-qndang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Peinerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
~epublik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban (Lembatan Negara Republik lnconesia Tahun 
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4635); I . 

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4720); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2006 tentang 
penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 15, 'I;ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 64); · . 

' 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 fahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
P;ovinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Dewan Perwakilan Rakye.t ~aerah Provins.i Sumatera Barat dan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan 

pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak melalui tingkat-tingkat pembicaraan 

sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan. 

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana terlampir, kami 

setujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3 



I~ota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, 

bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan 

Bersama ini. 

Padang, 20 November 2013 

GUBERNUR SUMATERA BARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

KETUA, 

H>iilt'Jl TEKHNIL, MM 
WAKILKETUA 

. , .... 
H.LEONARDY HARMAINY ,SIP 

WA~I 

WAKIL KETUA 

~ft. 
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